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Pendahuluan
Pada era digitalisasi yang semakin berkembang pesat ini,

pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan akses dan

keterbukaan dalam pengelolaan administrasi publik melalui

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-

government. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam e-government

adalah Naskah Dinas Elektronik, yang diimplementasikan sesuai

dengan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di

Lingkungan Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6

Tahun 2011. Naskah dinas elektronik adalah produk naskah dinas

yang disajikan dalam bentuk digital melalui media elektronik, dan

dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan

internet.

Pemerintah Desa Tambak Kalisogo di Kabupaten
Sidoarjo mengaplikasikan E-Buddy untuk memudahkan
pengelolaan surat dinas, baik surat masuk, surat keluar,
dan disposisi surat. Setiap aparatur di Pemerintah Desa
memiliki akun e-Buddy pribadi. Surat masuk dari OPD
lain langsung otomatis terdaftar pada akun e-Buddy
Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, dengan Kepala
Urusan Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab
sebagai admin. Sementara, jika surat masuk berasal
dari OPD atau instansi lain yang tidak terdaftar pada
Pengirim OPD, maka admin dapat menambah atau
membuat surat masuk baru pada fitur surat masuk,
kemudian mengisi identitas sesuai surat diterima.
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Gap Permasalahan

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum didapatkan informasi bahwa
masih terdapat permasalahan dalam implementasi aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Tambak
Kalisogoterutama pada surat undangan kepada lembaga desa yang mana masih meminta
surat undangan menggunakan tanda tangan basah.Disamping itu admin yang bertugas
sebagai penanggung jawab aplikasi E-Buddy belum secara maksimal meneruskan surat dinas
melalui aplikasi kepada Sekretaris Desa atau Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk
melakukan disposisi terhadap surat tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih adanya sumber daya
manusia selaku pengguna aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo yang belum
sepenuhnya mampu beradaptasi, sehingga pemrosesan tindak lanjut dari surat dinas
membutuhkan waktu yang sedikit lama.
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Data Empiris
Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo melalui Ebuddy Tahun 2021 s/d 2024

Sumber : Aplikasi eBuddy Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Desember 2023.

No. Jenis Surat

Surat Masuk Surat Keluar Disposisi Surat

Tahun Tahun Tahun

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
1. Surat Umum 220 340 379 - - - 220 340 379

2. Surat Undangan - - - - 31 14 - - -

3. Surat Pengantar - - - - - - - - -

4. Surat Edaran - - - 6 4 9 - - -

5. Surat Perintah - - - - - - - - -

6. Surat Perintah Tugas
- - - - - - - - 119

7. Surat Perjanjian - - - - - - - - -

8. Surat Keterangan - - - - - - - - -

9. SPPD - - - - - - - - 119

10. Laporan 12 12 13 - - - - - -

11. Pengumuman - - - - - - - - -

12. Berita Acara - - - - - - - - -

13. Piagam - - - - - - - - -
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Penelitian Terdahulu

pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah 

tahun 2023 tentang Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas 

Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah

Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo).

kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Difta Izza Nadila tahun 2023 

tentang Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Tata Surat Dinas 

Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintahan

Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo) 

Ketiga penelitian hanya 

fokus pada pemanfaatan 

aplikasi secara optimal, 

analisis mendalam, dan data 

kuantitatif yang memadai.

ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Adinda Kristyanita Yefani, M. 

Mas'ud Said dan Suyeno pada tahun 2021, berjudul "Implementasi E-

Suradi (Surat Digital) dalam Mewujudkan Good Governance di Kota 

Malang (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)",
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Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam Implementasi Aplikasi E-Buddy dalam Pengelolaan Surat Dinas di Pemerintah Desa. (Study

Kasus di Pemerintah Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo) adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan di

Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Sampel informan dalam penelitian dipilih menggunakan

teknik purposive sampling, Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Tata

Usaha di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo yang memiliki keterkaitan langsung dengan aplikasi E-Buddy. Fokus dari penelitian ini adalah

implementasi aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) dalam penerapan e-government di Pemerintah Desa, yang

menggunakan teori George Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini menggunakan tiga metode, di antaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam mengelola penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Hubberman[2014:1304]

sebagai pedoman. Model ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction),

penyajian data (data display) dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penarikan kesimpulan (conclusion

drawing/verification) sebagai jawaban dari perumusan masalah kajian implementasi aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo

(E-Buddy) di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menggunakan model interaktif Miles &

Hubberman karena model ini dapat membantu dalam mengelola data kualitatif dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan

terstruktur.
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Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dan hasil dari implementasi Aplikasi Ebuddy di

Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Sidoarjo,

menggunakan 4 indikator dari teori George Edward III yaitu :

Komunikasi Sumber daya Disposisi
Struktur
Birokrasi
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Hasil dan Pembahasan
Komunikasi
• masih terdapat

kekurangan karena
sosialisasi yang
dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo melalui zoom
atau live streaming
youtube, sehingga
kurang maksimal dalam
penyampaian dan
penangkapan peserta.

Sumber
Daya

• dari segi sumber
daya manusia
operator yang ditunjuk
yaitu kaur TU &
Umum sudah
menjalankan aplikasi
ebuddy dengan baik
dan sesuai dengan
prosedur.

Disposisi

• dari hasil
wawancar
a dengan
Kepala
Desa
Tambak
Kalisogo
bahwa
perangkat
desa
sudah

Struktur
Birokrasi

• dari hasil wawancara
dengan Sekretaris
bahwa "Pedoman
pembagian tugas,
pokok dan fungsi
semua sesuai dengan
apa yang sudah di
mandatkan oleh
peraturan yang
berlaku. Kami tidak
berani merubah
sesuai dengan
kamauan kami
sendiri” dengan
demikian aplikasi
ebuddy berjalan
dengan baik.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) di
Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun
aplikasi E-Buddy telah diterapkan sebagai bentuk pengembangan e-government, namun pelaksanaannya belum
dilakukan secara maksimal. Dalam proses pemrosesan surat dinas, terdapat kekurangan dalam pemanfaatan fitur
pendisposisian surat pada aplikasi E-Buddy, yang seharusnya digunakan secara optimal. Sebaliknya, penerusan
disposisi surat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp tanpa memanfaatkan fitur pendisposisian pada aplikasi E-Buddy.
Selain itu, masih terdapat beberapa aparatur desa yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan aplikasi E-
Buddy, seperti dalam hal pembuatan surat yang masih sering dilakukan admin melalui akun aparatur tersebut.

Terkait kekurangan dalam pemanfaatan fitur pendisposisian pada aplikasi E-Buddy, Pemerintah DesaTambak Kalisogo
perlu meningkatkan penggunaan fitur tersebut sebagai bagian dari pemrosesan surat dinas. Dalam hal ini, perlu
adanya komunikasi antara seluruh pengguna aplikasi E-Buddy untuk memastikan penggunaan fitur tersebut dilakukan
secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam
penggunaan fitur-fitur lain yang tersedia pada aplikasi E-Buddy, serta perbaikan pada tata cara pembuatan surat
agar dilakukan secara efektif, efisien, dan akurat.

Pemerintah Desa Tambak Kalisogo juga harus memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada
pegawai desa dalam mengoperasikan aplikasi E-Buddy agar dapat beradaptasi dengan teknologi dan memahami
tata cara penggunaan aplikasi secara optimal. Adapun kepala desa sebagai pengguna aplikasi E-Buddy harus lebih
aktif dalam memantau dan memastikan seluruh aparatur desa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam
penggunaan aplikasi E-Buddy. Dalam hal ini, pihak kepala desa dapat memberikan pengarahan dan bimbingan
kepada seluruh pegawai desa untuk dapat memanfaatkan aplikasi E-Buddy secara maksimal sebagai salah satu
upaya pengembangan e-government di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo.
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